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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini tantangan yangddpi oleh birokrasi
pemerintah daerah di Indonesia cukup berat. Maswsisi sistem pemerintahan
daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 alBP99 sebagaimana
diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah membaWwarbpa perubahan yang
mendasar. Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 18@®0omi yang dimiliki
pemerintah daerah hanyalah otonomi nyata dan lggtagjawab saja, tetapi
dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi artonluas, nyata dan
bertanggungjawab.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan otonomis lyaitu
keleluasaan daerah untuk menyelengarakan kewenam@ganmencakup semua
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidangilpbliar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama &ewenangan lainnya. Di
samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kamggm yang utuh dalam
penyelenggaraannya mulai ~dari perencanaan, pekssan pengawasan,
pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata vyaitu lkat@aan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bitemgntu yang secara
nyata diperlukan tumbuh, hidup dan berkembang dirata Otonomi yang
bertanggung jawab berupa perwujudan pertanggungmwaebagai konsekuensi

pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalamujondian tugas dan



kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam rmeaic tujuan pemberian

otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesegamemasyarakat yang

semakin baik, mengembangkan kehidupan demokraaililke, pemerataan, dan
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusatiai@ah serta antar daerah
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repudonesia.

Di dalam Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tent®egerintahan
Daerah ada satu perubahan fundamental dibanditgmsigang berlaku yaitu
dipisahkannya lembaga eksekutif yaitu Kepala Dad&ederta perangkat daerah
yang kemudian disebut pemerintah daerah dan lemleggslatif daerah yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintadrah diberikan fungsi-
fungsi implementasi kebijakan publik yang melipudispek pelayanan,
perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Sedakgkada DPRD diberikan
fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasdmadep pelaksanaan tugas
Kepala Daerah. Dengan pemisahan ini, pelaksanaagsiffungsi pemerintah
daerah dan institusi diharapkan dapat berlaku aetransparan dan akuntabel
dengan harapan terciptang@mod governancgpemerintahan yang baik). Agar
good governanceerlaksana. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 ada laglaeasas
yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahsathadap

masyarakat.

2. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwib&ebas dari KKN

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
3. Terselenggaranya pelayanan yang lebih baik kepadgarakat.
4. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat.

5. Adanya pengawasan Yyang intensif terhadap kebijakliakan
pemerintah.



Agar terlaksananya pemerintahan yang baik makaisheda pengawasan
yang intensif terhadap kebijakan-kebijakan pemahintiari lembaga legislatif
(DPRD). Menurut Abcarian dan Masannat (Napitup@Q07: 25) mengatakan
bahwa "fungsi utama lembaga legislatif adalah magiein kebijaksanaan umum
yang mengikat seluruh anggota masyarakat sedéarmratif’. lebih lanjut
Abcarian dan Masannat mengatakan bahwa “salahfgagsi parlementarisme
yaitu pengawasan atau kontrol karna parlemen selsga-satunya lembaga
wakil rakyat yang berwenang mengawasi tindakangpertah atau eksekutif”.

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan nkelakpenilaian
terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) ggalgnkan eksekutif.
Pengawasan dioprasionalisasikan secara berbedarddegbaga pengawasan
fungsional. DPRD sebagai lembaga politik juga mekak pengawasan yang
bersipat politis. Bentuk pengawasan ini dalam hak-lDPRD, vyaitu hak
mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, ltEn mengadakan
penyelidikan. Tugas yang dimiliki DPRD menurut UU Ro. 32 Tahun 2004,
pasal 42 ayat (1) huruf a yaitu:

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Ridaperaturan

perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Da&®@BD, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program peuneam daerah dan
kerjasama internasional didaerah.

Tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan &&bDberada dalam
dimensi politik, bukan tugas pengawasan yang diakuperangkat pengawasan
fungsional yang berada dalam dimensi administré&l ini berarti tugas

pengawasan oleh DPRD lebih menekankan pada segunbab antara

penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kdwtigiupan rakyat di daerah.



Misalnya: 1) Apakah rakyat telah memperoleh pelapasebagaimana mestinya?;
2) Apakah Perda yang diberlakukan telah sesuaiatehkginginan rakyat?; 3)
Apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tishkugikan rakyat?.

Untuk terlaksananya tugas dan wewenang DPRD septiraal dan efektif,
hal ini harus dilakukan oleh para anggotanya yaegipunyai kemampuan dan
pengalaman, yaitu memiliki pengetahuan dan keteitampang berkaitan dengan
substansi atau tugas lembaga legislatif yang metgedjgungjawab utamanya
dan eksistensi yang kuat dalam memperjuangkan kegen rakyat. Fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bwndoenar-benar
dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari komentar Aifin Sobari yang meminta
reposisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalmpd&andung di ulang
kembali. Reposisi ulang itu, menurut Arifin Sobari sangantpg dilakukan
karena aspek pendidikan di Kabupaten Bandung ledaisg menjadi sorotan
utama. Pasalnya, beberapa tahun terakhir ini bangbaikang dinilai gagalfugas
utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lanjut iAr8obari, bukan hanya
dalam upaya meningkatkan sarana fisik pendidikaglaimkan pula peningkatan
kualitas pendidikannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banduegumt Arifin
Sobari, hingga kini masih punya utang yaitu tidatcapainya indeks pendidikan
dan sejumlah program dalam beberapa tahun ke bejaedah terbukti banyak
masalah program dan keuangan pada tahun 2008 vyalgm b jelas
penyelesaiannya, pernyataan Arifin Sobari di geddDR&D Kabupaten Bandung

(Google: 2010).



Dari pernyataan anggota DPRD Kabupaten Bandunghetslapat penulis
ambil kesimpulan sementara bahwa pada dasarnyasifypengawasan telah
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bandung. Salahsattegtang implementasi
kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyeteagg Pendidikan.

Jika dari hasil pengawasan diperoleh indikasi galdmecenderungan yang
negatif atau merugikan kepentingan rakyat dan rReg®PRD berwenang
menanyakan dan menyatakan keberatannya kepada ipeinedaerah. DPRD
boleh meminta Kepala Daerah untuk menunda atau apahikencabut
kebijakannya jika dapat merugikan rakyat banyakhk&n jika benar-benar
merugikan rakyat banyak dan berkategori pelanggteenadap hukum, DPRD
dapat menindak lanjuti dengan meminta pertanggwadjan Kepala Daerah.

Selain itu, jika DPRD memperoleh data dan inforim#ei masyarakat
mengenai adanya indikasi penyimpangan yang dilakukdeh aparatur
pemerintahan daerah dalam pelayanan pada masydpddaD dapat memanggil
kepala instalansi yang bersangkutan untuk dimketrangan. Apabila dari hasil
penyelidikan terdapat indikasi ke arah penyimpangang dapat merugikan
masyarakat maka DPRD dapat meminta Kepala Daeratk mmenindak pejabat
yang bersangkutan.

Adanya wewenang yang dimiliki lembaga legislatdity melakukan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dhhamiEnomena yang ada
saat ini yaitu tentang pentingnya pendidikan madaulis tertarik untuk melihat
gambaran sejauh mana tugas pengawasan yang diakalkh lembaga legislatif

terhadap pemerintah tentang pendidikan. Maksudigiad dalam UU No. 20



Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,)yait

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan substajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mebgegkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketgitan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UUSPN ppasa

Sesuai dengan pengertian pendidikan di atas, lpelaga peran pemerintah
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sangatisdndasar, karna
pendidikan menciptakan manusia yang memiliki kemasnpdalam berbagai
aspek yang mendasar. Hal ini diperkuat dengan riuglzaii pendidikan nasional
yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentaisger8 Pendidikan
Nasional (UUSPN pasal 4), bahwa tujuan pendidikasiamal, yaitu berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seadapan bangsa yang
bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bddamjuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadusra yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak ysdlzat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangalestis.

Adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PekaiidNasional yang
diuraikan di atas maka daerah bisa membuat peratimarah untuk memajukan
derahnya. pemerintah Kabupaten Bandung membuatda Petentang
penyelenggaraan pendidikan yaitu Perda No. 4 TalR0@4. Prinsip
penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Bandung terdsgda pasal 2 bab Il
yaitu:

1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sulayeer manusia

jangka panjang.

2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuag gestematik,
terbuka, demokratis, dan adil melalui proses perapagn dan



pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraanpeagendalian
layanan mutu pendidikan.

3) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketedagdanembangun
kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kgagamaan, nilai
kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa.

4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkaydudembaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyaraka

5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerpgasif-prinsif
manajemen pendidikan yang aktual.

6) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelaaggasatuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meheng

7) Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranyaarsapendidikan
pada jenjang pendidikan tinggi dan sekolah luaoksdk

Di dalam isi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 temtRenyelenggaraan
Pendidikan di atas terdapat poin-poin bahwa petadri Daerah/Kabupaten
menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pendigikag dapat bermanfaat
bagi masyarakat dan bisa memajukan pendidikan diupa@en Bandung.
Kebijakan ini sudah berjalan dengangan baik aktapitdelum mencapai tujuan
yang diharapkan secara optimal. Hal ini bisa dilidari pernyataan Ahmad
Heriawan, yaitu menjelaskan, bahwa gambaran sygng melanjutkan sekolah

dan yang tidak melanjutkan sekolah adalah sebagkiib:

Tabel 1.1
Tingkatan/jenjang Siswa sekolah/ Siswa belum
melanjutkan sekolah/putus sekolah
SD 96,5% 3,5%
SMP 92,5% 7,5%
SMA 53% 47%

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Galamedia, 15rkak 2010



Tabel 1.1menggambarkan bahwa anak-anak usia sekolah ygasgisudah
mengikuti pendidikan di Kabupaten Bandung sebar§8,5% dan sisanya
(3,5%) belum bersekolah. Sedangkan jumlah lulusany&g melanjutkan ke
jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekita®®2&ementara partisipasi
warga yang melanjutkan sekolah dari SMP ke tingikeitolah Menengah Atas
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencaféb dan sisanya putus
sekolah. Kasus pendidikan di Kabupaten Bandung sepertinya kurang
mengalami perubahan yang signifikan. Selain damysaan Ahmad Heriawan,
dapat kita lihat juga dari hasil penelitian YoyomhBar Irianto (2009), yang
menyatakan bahwa pada Tahun 2003-2006 AHH Kabudadung hanya naik
rata-rata 0,73th; AMH 0,05%; RLS baru mencapai &89 Daya beli 541,930;
IPM 70,11; Walauan angka melanjutkan siswa SD k@PFSKSMP dan MTs)
menunjukan angka kenaikan yang cukup signifikangdenrata-rata APM SD
67,80 dan MI 96,48 dengan tingkat melanjutkan k& BSlmencapai 82,75%
namun partisipasi penduduk usia 19-24 Tahun yanmpeeoleh kesempatan
belajar di perguruan tinggi menurun secara sigaifiksebesar 6,23% yang
sebagian besar (76%) dikarenakan alasan ekonong garvariasi, dari tidak
memiliki biaya sekolah (67%) serta harus bekerja deencari nafkah (8,7%).
Gambaran kuantitatif tersebut belum diimbangi deng&K/APM yang merata
pada setiap kecamatan. Ada kecamatan yang hampramp& 100%, tetapi ada
pula kecamatan yang kurang dari 70%. Jika pada m&@10 secara nasional
Kabupaten Bandung harus tuntas pariputalam program wajar dikdas 9 Tahun

dengan APM di atas angka 90% dan APK di atas a88¥ka



Menurut Yoyon Bahtiar Irianto walaupun dalam aspekingkatan mutu,
relevansi dan daya saing pendidikan di Kabupatend@ag tingkat kelulusan
relatif amat baik, namun bobot pencapaian nilail idjigan Nasional (UN) masih
belum memuaskan. Menurut Yoyon Bahtiar Irianto rasaasalah tersebut
berhubungan dengan: (1) Kurikulum pendidikan yangakg praktis dan
kontekstual, sehingga kurang memberikan makna ybegrti bagi bekal
kehidupan murid di masa depan; (2) Masih sulithy@ngembangkan sekolah-
sekolah kejuruan yang berorientasi pada potensabdaetempat untuk memenuhi
peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupotuk pasar kerja
internasional; (3) Masih belum meratanya distribdan kualifikasi guru pada
setiap jenjang satuan pendidikan; (4) KabupatendBag masih menduduki
peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rdsdlawa Barat. Begitu pula
dalam aspek peningkatan mutu tata kelola, akumibitlan pencitraan publik
yang masih lemah. Lemahnya sistem tata kelolaitandai dengan pembiayaan
pendidikan yang belum didasarkan pada sistem pemetdokasi (budget
mapping alocation)untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan gonogr
pendidikan. Walaupun sudah dibantu dengan BOS, narmelum dapat
mengangkat persoalan pembiayaan pada tingkat spéunaindikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarikk meneliti fungsi
pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Perda Nahdn 2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karna itu pebatisisiatif mengambil judul
"FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERDA NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG
(Studi Deskriptif Pada DPRD Kabupaten Bandung)”.
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B. Rumusan dan Fokus Masalah
Untuk memperoleh kejelasan dan sasaran dalam penefi, maka penulis
merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana geatalan pengawasan DPRD
terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tgnta@enyelenggaraan
Pendidikan. Untuk memudahkan pembahasan dalam ifmeimaka penulis
menjabarkan masalah poko tersebut dalam beberdpanasalah yaitu sebagai
berikut:
1. Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasahadap
implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pemgghraan Pendidikan?
2. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaks pengawasan
DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 200#entang
Penyelenggaraan Pendidikan?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalémkgamaan pengawasan
DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 200#entang

Penyelenggaraan Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untolengetahui
bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakuBBRD dalam
implementasi kebijakan pelaturan daerah No. 4 Tah®0D4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan. Sedangkan tujuan Kklgiasupenelitian ini adalah
untuk mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yanig ipgneliti ketahui yaitu

sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui cara DPRD melaksanakan fungsi gveaspn terhadap
implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 mgntaenyelenggaraan
Pendidikan.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadakedalam pelaksanaan
pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda NahdnT2004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambataaland pelaksanaan
pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda NahdnT2004 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap usaha manusia pasti mempunyai maksud daantujang dapat
berguna sebagai bahan untuk usaha-usaha yangdehihrAdapun kegunaan dari
hasil penelitian ini, penulis rumuskan sebagaikagri
1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan disiplin ilntitikokhususnya dan
dan sebagai pengembangan keilmuan pendidikan kaneggraan yang penulis
tekuni, yang penulis terima selama mengikuti penleul di Jurusan Pendidikan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosialetditas Pendidikan
Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagativasi kepada berbagai

pihak untuk senantiasa bersikap kritis terhadaggupengawasan DPRD dalam
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implementasi kebijakan, agar segala kebijakan pemerintahan daerah dapat

terealisasikan dengan baik.

E. Devinisi Operasional
1. Pengawasan

Menurut LAN (1997: 159) Pengawasan adalah “fungganik manajemen,
yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk mémasdan menjamin
bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas orgiaalksa terlaksanakan dengan
baik sesuai dengan rencana”. Kebijaksanaan, intrddés ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan dan yang diberlakukan, ypé@ngawasan sebagai fungsi
manajemen yang sepenuhnya adalah tanggungjawap gatipinan pada tingkat
manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk menceggdihi snungkin akan
terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengarta hambatan dan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran psaiesanaan tugas-tugas
organisasi.
2. DPRD

Menurut Sukarna (1990: 61-62) memberikan pengerts&ariang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu “badan penaakpolitik atau badan
yang secara konstitusional ditugasi untuk menjaargolitical control, legal
control, social control, economic control, educatb control”. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsug yamlapat dalam sistem
pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala iflags tugas yang cukup

berat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspakyat daerah.
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3. Kebijakan Publik

Menurut Nugroho R (2004: 1-7) “kebijakan publik aal kepustakaan
internasional disebut sebagpublic policy yaitu suatu aturan yang mengatur
kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlakgikeg seluruh warganya”.
Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan ysalmpg terkait yang telah
ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelakmpktor politik berkenaan
dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara memcg® dalam situasi dimana
keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih betdadam batas-batas

kewenangan kekuasaan daripada aktor.

F. Pertanyan penelitian
Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hmesiklitian, maka
penulis jabarkan dalam pertanyaan penelitian sélbag&ut:

1. Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasahadap
implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pemggaraan Pendidikan?
1) Mekanisme apa yang digunakan oleh DPRD dalam mejawelaksanaan

kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyeseagg Pendidikan?

2) Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengaviedsadap proses
sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Perggdeaan Pendidikan
oleh pemerintah daerah?

3) Bagaimana upaya DPRD untuk mengetahui bahwa fupgepawasan
terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tgiRanyelenggara

Pendidikan?
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. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengal&$D terhadap Perda

No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendilika

1) Apa saja hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksapengawasan
terhadap Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyele@gg@endidikan?

2) Hal apa saja yang memicu timbulnya setiap hambgag dihadapi DPRD
dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda Nahuh 004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan?

3) Hambatan terbesar yang dihadapi DPRD yang menyahalikirang
optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap impilasnéPerda No. 4
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikanabeias mana?

. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atadeka dalam pelaksanaan

pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda NahdnT2004 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan?

1) Bagaimana DPRD menyikapi setiap masalah yang ald@andaelaksanaan
pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Ta&004 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan?

2) Apakah DPRD melakukan kerjasama dengan pemerintdharah dalam
menyelesaikan setiap hambatan dalam pelaksanaagsi fygengawasan
Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraatidiem?

3) Apakah DPRD melakukan pendekatan dengan pihak yerkgit untuk
menyelesaikan setiap hambatan yang ada dalam pek&s fungsi
pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 T2shtentang

Penyelenggaraan Pendidikan?
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G. Metode dan Teknik Penelitian
1. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini aldgendekatan kualitatif.
Bodgan dan Taylor (Moeloeng, 2007: 4) mengemukakahwa “penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dagakriptif berupa kata-kata
tertulis ataupun lisan dari orang dan pelaku yaiagndti prosedur”. Penelitian
dengan suatu pendekatan kualitatif yaitu peneldrplpak pada realita atau
peristiwva yang berlangsung dilapangan. Pendekatarg ydilakukan peneliti
adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prasepenelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ltertaaupun lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati, seperti yang dikeakan oleh Moeloeng (2000:
3) bahwa "penelitian kualitatif merupakan prosepenelitian yang menghasilkan
data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupusardi dari orang-orang dan
perilaku yang diamati”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaituade deskriptif, dalam
penelitian tersebut berusaha memotret peristiwakég@dian yang menjadi pusat
perhatiannya, untuk kemudian dilukiskan sebagainsalzenya. Metode deskriptif
menurut Nana Sudjana dan lbrahim adalah sebagkuber

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berwsalang mendeskrifsikan

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi psaat sekarang. Dengan

perkataan lain, penelitin deskriptif mengambil nialsaatau memusatkan
perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaiatmea pada saat
penelitian dilaksanakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penelituygendekatan kualitatif

dimana hasil analisis dari penelitian tersebutupampemaparan gambaran situasi
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yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
2. Teknik penelitian
1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pemysataatian terhadap
objek dengan menggunakan seluruh alat indera (AkuL996: 145). Suharsimi
mengemukakan bahwa “observasi merupakan tekhnigupepulan data dengan
cara penelitian mengadakan pengamatan secara mangsthadap objek yang
diteliti”. Dengan melakukan observasi, peneliti damemperoleh suatu gambaran
yang jelas tentang masalah yang sedang ditelitiddgqat memberikan deskripsi
mengenai gambaran umum objek yang akan diteliti.
2) Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang akgun peneliti
dengan cara mengadakan tanya jawab dengan sumbar 8aharsimi
mengemukakan bahwa wawancara adalah percakapaandemaksud tertentu,
percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu peamsara yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikaab@an atas pertanyaan.
Wawancara ~ dilakukan untuk mengetahui bagaimana gbemygaraan
pengawasan terhadap implementasi kebijakan patatlaerah No. 4 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3) Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah tehnik penelitian yangakdikan dengan
mempelajari dan meneliti dokumen yang berhubungargain objek yang diteliti

dan diharapkan dapat memberikan dukungan terhaatapydng diperoleh. Studi
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dokumentasi untuk melengkapi data dari teknik perguan data yang lain.
Studi dokumentasi yang merupakan pelengkap daggqeraan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4) Studi Literatur

Studi literatur adalah teknik penelitian yangaklkan dengan cara
mempelajari dan mengkaji buku-buku yang ada hubumgm dengan masalah
yang diteliti untuk memperoleh informasi teoritiang berkaitan dengan masalah
penelitian. Tehnik ini juga berguna untuk melengkbpsil penelitian yang
penulis lakukan, untuk memperkuat landasan teoriiiktuk memperkuat

permasalahan yang dicari.

H. Lokasi dan subjek penelitian
1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitianyang dijadikan tempat penelitian ini adalah
sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang terletdk.dRaya Soreang Km. 17
Telp. (022) 5891576, 5897168 Soreang 40911.
2. Subjek penelitian

Adapun yang dimaksud dengan subjek penelitian nuénpendapat (S.
Nasution, 1996: 32) “subjek penelitian dalam peiaelikualitatif adalah sumber
yang dapat memberikan inpormasi, dapat berupa dvadtpva, manusia, situasi
yang di observasi atau yang dapat di wawancaraiikhan subjek penelitian

dilakukan secargurposive (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu
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berupa kemampuan dalam memberikan informasi yanguhkan dan jumlahnya
kecil.

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitrarterdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer merupakannrdsi dalam bentuk lisan
yang langsung diperoleh penulis dari sumber asldilgangan, sedangkan data
sekunder adalah data tertulis yang diperoleh obtuls yang berkaitan dengan
tujuan penelitian. Penelitian kualitatif memerlukaomber data yang sesuai
dengan tujuan penelitian. Sumber data merupakaassiyang wajar ataunatural
setting” yang dapat memberikan data dan informasi yang se&mgan tujuan
penelitian. Oleh karna itu dalam penelitian innpkes menentukan sumber data
yang terdiri dari orang dan benda. Orang merupakarber data berupa informan
dan responden, sedangkan benda merupakan sumaetadi@in bentuk dokumen
seperti program kerja, hasil sidang dan rapat,tpera, berita, atau artikel dan
media masa yang mendukung tercapainya tujuan ipaneBerdasarkan uraian
di atas, maka penulis dalam penelitian ini meneariyknis data, sumber data, dan

subjek penelitian yang tergambar dari uraian surdatx di dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jenis Data, Sumber Data, Dan Uraian
No Jenis Data Sumber Data Uraian
1. | Primer, data dalamOrang a. Ketua DPRD
bentuk lisan (informan) b. Ketua Komisi D

c. Anggota Komisi D

d. Kepala Dinas Pendidikan
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e. Masyarakat

2. | Sekunder, data | Benda berupa | a. Program Kerja Komisi
tertulis dokumen b. Notulensi Rapat Kerja Komisi

c. Arsip Perda No. 4 Tahun 2004

Sumber : Diolah oleh penulis, Tahun 2010

Jenis dan sumber data yang diuraikan di atas ldkzer dan digunakan
oleh penulis dalam menggali data dan fakta yang didéapangan selama
penelitian berlangsung. Sumber data dapat jugapbedokumen yang dapat

mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dfimiman dan responden.



